PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 1951
TENTANG

MENETAPKAN "UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG MENAIKKAN JUMLAH MAKSIMUM
PORTO DAN BEA" SEBAGAI UNDANG-UNDANG

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang : bahwa berdasarkan pasal 96 ayat | Undang-undang Dasar Sementara
Pemerintah telah menetapkan "Undang-undang Darurat tentang
menaikkan jumlah maksimum porto dan bea" (Undang-undang
Darurat No. 3, tahun 1951);

Menimbang : bahwa Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui isi Undang-undang
Darurat itu dengan beberapa perubahan dan tambahan yang
dimajukan oleh Pemerintah dan oleh Dewan Perwakilan Rakyat;

Mengingat : pasal 97 ayat 4 jo pasal 89 Undang-undang Dasar Sementara;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Memutuskan :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG MENETAPKAN  "UNDANG-UNDANG
DARURAT TENTANG MENAIKKAN JUMLAH MAKSIMUM PORTO DAN BEA"
SEBAGAI UNDANG-UNDANG.

Pasal I.

Peraturan-peraturan yang termaktub dalam "Undang-undang Darurat tentang
menaikkan jumlah maksimum porto dan bea"(Undang-undang Darurat No. 3, tahun
1951) ditetapkan sebagai Undang-undang, dengan perubahan- perubahan dan
tambahan-tambahan sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 1.

"Reglement voor de Brieven-en Pakketpost”, ditetapkan dengan ordonansi tanggal 20
Desember 1934 pasal 1 (Postordonnantie 1935, Staatsblad 1934 No. 720), sebagai telah
diubah dan ditambah, terakhir dengan Staatsblad 1947 No. 134, diubah dan ditambah
lebih lanjut sebagai berikut :

Pasal 4, ayat (1), huruf a s/d h harus dibaca

a. tiap-tiap surat yang beratnya tidak lebih dari 20 gram, 30 sen dan untuk tiap-tiap
20 gram berikutnya atau sebagian dari 20 gram, 20 sen;

b. tiap-tiap kartupos dan tiap-tiap bagian dari kedua bagian sebuah kartupos dengan
balasan terbayar, 10 sen;
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